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SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR: 143/17/III TAHUN 2023

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET DESA TAHUN 2023

KEPALA DESA CELEP,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
Aset Desa, status penggunaan aset Desa ditetapkan
setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa Tahun
2023.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 230);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2018 Nomor 10);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

Peraturan Desa Celep Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Celep
Tahun 2019 Nomor 1);



MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli Desa,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
dan perolehan lain yang sah, digunakan dalam
rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan
Desa Celep sebagaimana terlampir.

KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku
Inventaris Aset Desa.

KETIGA : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat
didayagunakan dalam rangka meningkatkan

Pendapatan Asli Desa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Celep
pada tanggal 27 Maret 2023

KEPALA DESA CELEP
ttd

SURONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Camat Nguter di Nguter;

3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Celep di Celep.




